PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
Jalan Jendral Achmad Yani No. 10 RT. 02 Telp. (0526) 2091421

e.mail : dpmptsp@baritotimur.go. id

TAMIANG LAYANG Kode Pos 73611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR {g TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPALA DINAS DPMPTSP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewuyjudkan
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap
penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan
Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan kepastian,
meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan
sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan
kemampuan penyelenggara sehingga mendapat
kepercayaan Masyarakat, maka perlu disusun dan
ditetapkan Standar pelayanan Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Barito Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
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KESATU

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856),

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomr 615);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

8. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 16

Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Beruaha Terpadu Satu Pintu Berbasis Resiko
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun
2023 Nomor 173);

9, Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 17

Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; Daerah Berita Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2023 Nomor 174);

MEMUTUSKAN :

: Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Timur Sebagaimana Tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.
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KEDUA : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU meliputi ruang lingkup Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan yaitu :

a. Perizinan Berusaha melalui Online Submission Risk Base
Approach (OSS RBA) dan;

b. Pelayanan Perizinan Selain yang diterbitkan melalui
Online Submission Risk Base Approach (0SS RBA),
Perizinan yang menjadi kewenangan Daerah serta
Pemenuhan Komitmen terhadap Perizinan yang
diterbitkan melalui Online Submission Risk Base
Approach (0SS RBA) dilaksanakan melalui Aplikasi
layanan Perizinan Online dan Non Elektronik.

KETIGA : Standar Pelayanan Perizinan sebagimana dimaksud dalam
Diktum kedua huruf A mempedomani pada ketentuan
Standar Pelayanan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS

sebagai berikut ;

a. Pemohon melakukan pendaftaran di online  Single
Submission (OSS) melalui alamat
https//www.0ss.go.id/oss/;

b. Pemohon melakukan Permohonan Berusaha melalui
Online Single Submission (OSS);

c. Pemohon mendapatkan NIB dan Perizinan Berusaha
melalui Online Single Submission (0OSS);

d. Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten
Barito Timur;

e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Barito Timur memberikan persetujuan
pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak
terpenuhi melalui Online Single Submission (OSS);

f. Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari
Online Single Submission (0OSS); dan

g Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Barito Timur melakukan monitoring dan
pengendalian perizinan dan non perizinan ke tempat
lokasi usaha yang diterbitkan melalui Online Single
Submission (OSS).

KEEMPAT . Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini wajib
dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai acuan dalam
penilaian kinerja Pelayanan oleh Pimpinan penyelenggara,
aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.

KELIMA ! Standar Pelayanan Perizinan di dan Non Perizinan
juga berlaku untuk Penyelenggaraan Perizinan dan
Non Perizinan secara Elektronik.
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KEENAM ! Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang

AN,
NIP. 19680714 199012 1 001
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BARITO TIMUR

NOMOR {9 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BARITO
TIMUR

Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

1. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomr 615);

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu pintu Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956 );

c. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 16 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Berusaha Terpadu Satu Pintu Berbasis
Resiko;

d. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun
2023 tentang Pendelegasian Kewenangan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur;

2, Saranadan a. Meja Pelayanan sebanyak 5 unit
Prasarana,dan/atau b. Ruang Rapat
Fasilitas ¢. Ruang Pengelola
d. Toilet
e. Ruang Tunggu
f. Fasilitas Difabel yang terdiri dari :

¢ Pintu masuk dan keluar yang mudah di akses
Selasar yang mudah di akses
Kursi dan ruang tunggu
¢ Kursi roda
Alat bantu jalan
Tempat parkir
. Ruang pelayanan mandiri
Ruang konsultasi, Informasi, dan Pengaduan
Lemari Arsip
3. Layanan yang Izin Reklame
disediakan DPM- e Izin SIPP (surat izin praktek perawat)

e TR
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PTSP ¢ Izin SIPB (surat izin praktek bidan)

¢ Izin SIPDU (surat izin praktek dokter umum)

¢ lzin SIPDQ (surat izin praktek dokter gigi)

* lzin SITK (surat izin tenaga kefarmasian)

e lzin SIPA (surat izin praktek apoteker)

¢ lzin SIKTGz (surat izin kerja tenaga gizi)

o Izin SIPTOM (surat izin praktek terapis gigi dan
mulut)

¢ [zin SIP Ahli Teknologi Lab Medik

 [zin SIP Fisioterafis

e lzin SIP Tenaga Promosi Kesehatan dan llmu
Prilaku

¢ Izin SIP Penata Anestesi

¢ Izin SIK Perekam Medik

¢ [zin SIK Radiografl

¢ lzin SIO Klinik Pratama

¢ |zin SIT Sanitarian

¢ lzin SIP Dokter Internsip

¢ Izin SIP Dokter Spesialis Anak

¢ Izin SIP Dokter Spesialis Anestesi

¢ Izin SIP Dokter Spesialis Forensik

¢ lzin SIP Dokter Spesialis Paru

» [zin SIP Dokter Spesialis Patalogi Anatomi

e Izin SIP Dokter Spesialis Patalogi Klinik

¢ Izin SIP Dokter Mikrobiologi Klinik

¢ Izin SIP Dokter Radiologi

e Izin SIP Dokter Spesialis Penyakit Dalam

* lzin SIP Elektromedik

e Izin SIP Dokter Sp. Obstetri dan Ginekologi

¢ Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan

e Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja
(PKBM)

4. Kompetisi Front Office
Pelaksana

5. Jumlah Pelaksana 6 Front office

6. Jaminan Pelayanan e Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses,
waktu, biaya, dan di dukung oleh Sumber Daya
Manusia yang berkompentesi di bidang masing-
masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi
Jabatan.

e Adanya jaminan pemberian pelayanan public
kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan
transparan,

¢ Bebas KKN

7. Jaminan Keamanan e Terdapat area titik kumpul
dan Keselamatan ¢ Terdapat Tabung Pemadam Api (APAR)
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Pelayananan + Terdnpat Kotak P3K

8. Evaluasi Kinerja o Evaluasi kinerja dilakukan melalui  Survey
Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan
mekanisme sebagal berikut:
Setiap pemohon yang datang ke DPM-PTSP
Kabupaten Barito Timur pemohon yang telah
mengurus izin dan produk hasil layanan
dikeluarkan diwajibkan mengisi  Kuesioner
Survei Kepuasan Masyarakat
o Rekapitulasi dan Analisis data survey laporan
hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
dilakukan per Triwulan

STANDAR PELAYANAN
Proses Ponyampaian Pelayanan (S8ervice Delivery)

o PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT ( S8IP-P)

_Uralan

- e e A

‘No|  Komponen |
1. | Persyaratan a. Fotocopy KTP

b. Fotocopy STR yang masih berlaku
dilegalisir ]

¢. Surat Keterangan Tempat Praktek

d. Bukti Kecukupan Satuan Kredit Profesi / |
SKP atau Surat Pernyataan Kecukupan
SKP (Bagi Perpanjangan lzin)

|
|
2. | Mekanisme dan a. Pemohon mengambil antrian dan'
Prosedur menunggu giliran |
b. Pemohon menyerahkan dokumen kepada |
petugas pelayanan (FO) 1
c. Berkas/ dokumen diperiksa melalui |
Aplikasi SISDMK Kemenkes (FO)
d. Berkas lengkap, dokumen diterima dengan
surat penerimaan berkas (FO)
. Berkas tidak lengkap, dikembalikan untuk
dilengkapi (FO)
Pembuatan draf izin (BO)
. Verifikasi ijin oleh bagian verifikator dan
paraf secara elektronik
h, Mutasi surat surat izin ke kepala bidang
pelayanan dan diparaf secara elektonik |
i. Mutasi surat izin kepada Kepala Dinasdan |
ditandatangan secara elektronik
j. Surat Izin dimutasi ke bagian BO
k. Surat Izin dimutasi ke bagian penyerahan

|

o

| ™

l

{

1

izin (FO) '

l. Pemohon menerima Surat Izin j

"3. | Waktu Penyelesaian | 3 Harikega ’
4. | Tarif / Biaya Tidak dipungut Biaya ]
5. | Produk Pelayanan | SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT ( SIP-P) j
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6. | Pengaduan Pelayanan |a. Pengaduan langsung
b. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan
¢. Melalui No WA : 0813 5148 6189
d. Melalui Email : dpmptsp@baritotimur.go.id |
7. | Masa Berlaku Produk | 5 (Lima) Tahun atau menyesuaikan masa STR
Layanan . ; i SR
8. | Waktu Pelayanan a. Senin -Jum'at : 08.00 - 15.00 WIB

b. Istirahat Senin - Kamis : 11.00-12.30
WIB
c. Istrahat Jum’at : 11.00 - 12.30 WIB

o PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIP-B)

No Komponen Uraian |
1. | Persyaratan a. Fotocopy KTP
b. Fotocopy STR yang masih berlaku
dilegalisir
c. Surat Keterangan Tempat Praktek
d. Bukti Kecukupan Satuan Kredit Profesi /
SKP atau Surat Pernyataan Kecukupan
SKP (Bagi Perpanjangan lzin)
2. | Mekanisme dan a. Pemohon mengambil antrian dan
Prosedur menunggu giliran

b. Pemohon menyerahkan dokumen kepada
petugas pelayanan (FO) ‘

c. Berkas/ dokumen diperiksa melalui
Aplikasi SISDMK Kemenkes (FO)

d. Berkas lengkap, dokumen diterima dengan
surat penerimaan berkas (FO)

e. Berkas tidak lengkap, dikembalikan untuk
dilengkapi (FO)

f. Pembuatan draf izin (BO)

g. Verifikasi ijin oleh bagian verifikator dan
paraf secara elektronik

h. Mutasi surat surat izin ke kepala bidang
pelayanan dan diparaf secara elektonik

i. Mutasi surat izin kepada Kepala Dinasdan
ditandatangan secara elektronik

j. Surat Izin dimutasi ke bagian BO

k. Surat Izin dimutasi ke bagian penyerahan
izin (FO)

1. Pemohon menerima Surat Izin

|
|
3 Hari kerja ]
|

Waktu Penyelesaian
Tarif / Biaya Tidak dipungut Biaya
5. | Produk Pelayanan PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN
(SIP-B) .
6. | Pengaduan Pelayanan |a. Pengaduan langsung
b. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan
c. Melalui No WA : 0813 5148 6189
d. Melalui Email : dpmptsp@baritotimur.go.id
7. | Masa Berlaku Produk |5 (Lima) Tahun atau menyesuaikan masa STR
Layanan ‘. -
8. | Waktu Pelayanan a. Senin -Jum’at : 08.00 - 15.00 WIB 1

b. Istirahat Senin - Kamis : 11.00 - 12.30
WIB
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[ [c. Intrahat Jum'at : 11.00 - 12,30 WiBs

o PENERBITAN SBURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (8IP-A)

No |  Komponen | , Uralan
1. | Persyaratan n. Fotocopy KTP
b. Fotocopy STR yang masih  berlaku
dilegalinir

¢. Surat Keterangan Tempat Praktek

d. Bukti Kecukupan Satuan Kredit Profes{ /
SKP atau Surat Pernyataan Kecukupan
SKP (Bagi Perpanjangan lzin)

2. | Mekanismedan a. Pemohon mengambil  antrian  dan

Prosedur menunggu giliran

b, Pemohon menyerahkan dokumen kepada
petugas pelayanan (FO)

¢. Berkas/ dokumen diperiksa melalui
Aplikasi SISDMK Kemenkes (FO)

d. Berkas lengkap, dokumen diterima dengan

surat penerimaan berkas (FO)

Berkas tidak lengkap, dikembalikan untuk

dilengkapi (FO)

Pembuatan draf izin (BO)

Verifikasi ijin oleh bagian verifikator dan

paraf secara elektronik

Mutasi surat surat izin ke kepala bidang

pelayanan dan diparaf secara elektonik

i. Mutasi surat izin kepada Kepala Dinasdan
ditandatangan secara elektronik

j. Surat Izin dimutasi ke bagian BO

k. Surat Izin dimutasi ke bagian penyerahan
izin (FQ)

1. Pemohon menerima Surat lzin

‘| Waktu Penyelesaian | 3 Hari kerja

o

> =™

| Tarif / Biaya | Tidak dipungut Biaya
5. | Produk Pelayanan | PENERBITAN  SURAT  IZIN  PRAKTIK |
|APOTEKER (8IP-A) =

6. | Pengaduan Pelayanan | a. Pengaduan langsung
b. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

c. Melalui No WA : 0813 5148 6189

d. Melalui Email : dpmptsp@haritotimur.go.id

1
7. | Masa Berlaku Produk |5 (Lima) Tahun atau menyesuaikan masa STR |
Layanan ]!
|
!

8. | Waktu Pelayanan | a. Senin - Jum’at : 08,00 - 15.00 WIB
b. Istirahat Senin - Kamis : 11.00 - 12.30
WIB

c._Istrahat Jum’at : 11.00 - 12,30 WIB

—e e e e ———
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o PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIP-

TGM)

Komponen

Uraian

Persyaratan

a. Fotocopy KTP

b. Fotocopy STR
dilegalisir

¢. Surat Keterangan Tempat Praktek

d. Bukti Kecukupan Satuan Kredit Profesi /
SKP atau Surat Pernyataan Kecukupan
SKP (Bagi Perpanjangan Izin)

yang masih berlaku

Mekanisme dan
Prosedur

a. Pemohon mengambil antrian dan
menunggu giliran

b. Pemohon menyerahkan dokumen kepada
petugas pelayanan (FO)

c. Berkas/ dokumen diperiksa melalui
Aplikasi SISDMK Kemenkes (FO)

d. Berkas lengkap, dokumen diterima dengan
surat penerimaan berkas (FO)

e. Berkas tidak lengkap, dikembalikan untuk
dilengkapi (FO)

f. Pembuatan draf izin (BO)

g. Verifikasi ijin oleh bagian verifikator dan
paraf secara elektronik

h. Mutasi surat surat izin ke kepala bidang
pelayanan dan diparaf secara elektonik

i. Mutasi surat izin kepada Kepala Dinasdan
ditandatangan secara elektronik

j. Surat Izin dimutasi ke bagian BO

k. Surat Izin dimutasi ke bagian penyerahan
izin (FO)

1. Pemohon menerima Surat Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Tarif / Biaya

Tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan

PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS
GIGI DAN MULUT (SIP-TGM)

Pengaduan Pelayanan

a. Pengaduan langsung

b. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

c. Melalui No WA : 0813 5148 6189

d. Melalui Email : dpmptsp@baritotimur.go.id

Masa Berlaku Produk
Layanan

5 (Lima) Tahun atau menyesuaikan masa STR

Waktu Pelayanan

a. Senin - Jum’at : 08.00 - 15.00 WIB

b. Istirahat Senin - Kamis : 11.00 - 12.30
WIB

c. Istrahat Jum’at: 11.00-12.30 WIB
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o PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIK (SIP-E)

— —

No| Kompomen | ~~~ Uralan
| 1. | Persyaratan a. Fotocopy KTP
’ i b. Fotocopy STR  yang masih berlaku
1 dilegalisir

c. Surat Keterangan Tempat Praktek

d. Bukti Kecukupan Satuan Kredit Profesi /
SKP atau Surat Pernyataan Kecukupan
SKP (Bagi Perpanjangan Izin)

2. | Mekanisme dan a. Pemohon mengambil antrian dan

Prosedur menunggu giliran

b. Pemohon menyerahkan dokumen kepada
petugas pelayanan (FO)

c. Berkas/ dokumen diperiksa melalui
Aplikasi SISDMK Kemenkes (FO)

d. Berkas lengkap, dokumen diterima dengan
surat penerimaan berkas (FO)

e. Berkas tidak lengkap, dikembalikan untuk
dilengkapi (FO)

f. Pembuatan draf izin (BO)

g. Verifikasi ijin oleh bagian verifikator dan
paraf secara elektronik

h. Mutasi surat surat izin ke kepala bidang
pelayanan dan diparaf secara elektonik

i. Mutasi surat izin kepada Kepala Dinasdan
ditandatangan secara elektronik

j. Surat Izin dimutasi ke bagian BO

k. Surat Izin dimutasi ke bagian penyerahan
izin (FO)

1. Pemohon menerima Surat Izin

ELEKTROMEDIK (SIP-E)

Pengaduan Pelayanan |a. Pengaduan langsung

b. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

c. Melalui No WA : 0813 5148 6189

d. Melalui Email : dpmptsp@baritotimur.go.id
7. | Masa Berlaku Produk |5 (Lima) Tahun atau menyesuaikan masa STR

3. | Waktu Penyelesaian 3 Hari kerja

4. | Tarif / Biaya Tidak dipungut Biaya

5. | Produk Pelayanan PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK
6.

Layanan
8. | Waktu Pelayanan a. Senin -Jum'’at : 08.00 - 15.00 WIB
b. Istirahat Senin — Kamis : 11.00 - 12.30
WIB

c. Istrahat Jum’at : 11.00 - 12.30 WIB

o PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LAB MEDIK

(SIP-ATLM)
No Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Fotocopy KTP
b. Fotocopy STR yang masih Dberlaku
dilegalisir
c. Surat Keterangan Tempat Praktek
d. Bukti Kecukupan Satuan Kredit Profesi /

SKP atau Surat Pernyataan Kecukupan
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SKP (Bagi Perpanjangan lzin)

Mekanisme dan
Prosedur

a. Pemohon mengambil antrian dan
menunggu giliran

b. Pemohon menyerahkan dokumen kepada
petugas pelayanan (FO)

c. Berkas/ dokumen diperiksa melalui
Aplikasi SISDMK Kemenkes (FO)

d. Berkas lengkap, dokumen diterima dengan
surat penerimaan berkas (FO)

e. Berkas tidak lengkap, dikembalikan untuk
dilengkapi (FO)

f. Pembuatan draf izin (BO)

g. Verifikasi ijin oleh bagian verifikator dan
paraf secara elektronik

h. Mutasi surat surat izin ke kepala bidang
pelayanan dan diparaf secara elektonik

i. Mutasi surat izin kepada Kepala Dinasdan
ditandatangan secara elektronik

j. Surat Izin dimutasi ke bagian BO

k. Surat Izin dimutasi ke bagian penyerahan
izin (FO)

1. Pemohon menerima Surat Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Tarif / Biaya

Tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan

PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK AHLI
TEKNOLOGI LAB MEDIK (SIP-ATLM)

0l B o I

Pengaduan Pelayanan

a. Pengaduan langsung

b. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

c. Melalui No WA : 0813 5148 6189

d. Melalui Email : dpmptsp@baritotimur.go.id

Masa Berlaku Produk
Layanan

5 (Lima) Tahun atau menyesuaikan masa STR

Waktu Pelayanan

a. Senin -Jum’at: 08.00 - 15.00 WIB

b. Istirahat Senin - Kamis : 11.00-12.30
WIB

c. Istrahat Jum’at: 11.00- 12.30 WIB

PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIP-F)

Komponen

Uraian

Persyaratan

a. Fotocopy KTP

b. Fotocopy STR

dilegalisir

Surat Keterangan Tempat Praktek

. Bukti Kecukupan Satuan Kredit Profesi /
SKP atau Surat Pernyataan Kecukupan
SKP (Bagi Perpanjangan Izin)

yang masih berlaku

a0

Mekanisme dan
Prosedur

a. Pemohon mengambil antrian dan
menunggu giliran

b. Pemohon menyerahkan dokumen kepada
petugas pelayanan (FO)

c. Berkas/ dokumen diperiksa melalui
Aplikasi SISDMK Kemenkes (FO)

d. Berkas lengkap, dokumen diterima dengan

surat penerimaan berkas (FO)

Dipindai dengan

CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

